







1.1	   Latar Belakang Penelitian
Keberadaan pemerintah merupakan sesuatu elemen yang penting bagi proses kehidupan  masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat yang sekecil apapun terbentuk kelompoknya membutuhkan peran pemerintah, karena sisi kehidupan manusia sehari-hari erat hubungannya dengan peran yang dilakukan oleh pemerintah. Keberadaan pemerintah adalah dalam rangka mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan yaitu masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Dalam rangka mencapai tujuan itu, maka sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas karena keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan pada kualitas manusia (SDM) yang dimiliki.
Pentingnya kualitas sumber daya manusia tersebut karena peranannya sebagai motor penggerak yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu conditio sine qua non, atau sesuatu yang tidak dapat dihindarkan yang harus terus dilakukan, karena bagaimanapun canggihnya sarana dan prasarana organisasi tanpa ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas, organisasi itu tidak dapat maju dan berkembang. 
Mengkaji aspek kualitas aparatur pemerintah dalam perannya sebagai pelayan masyarakat dalam menjalankan fungsinya didapati berbagai masalah yang mengakibatkan tidak efektif dan efesiennya pelayanan. Hal ini ditandai seperti tidak disiplin, acuh tak acuh, menunda-nunda pekerjaan, dan tidak tepat waktu serta penyalahgunaan kekuasaan bahkan kurang adanya kepedulian terhadap berbagi kebutuhan masyarakat atau lingkungan.
Kelemahan mentalitas pegawai sebagaimana yang dimuat dalam tulisan Koentjaraningrat (2008:50) salah satunya adalah mentalis yang tidak berdisiplin murni dimana para pegawai terlampau tergantung kepada pengawasan dari atasan, sehingga hanya bersikap disiplin karena akan pengawasan dari atasan saja, jika pada saat pengawasan mengendor atau tidak ada hilanglah hasrat murni dalam jiwanya untuk secara ketat mentaati peraturan-peraturan yang ada.
Organisasi atau institusi dalam hubungan timbal balik (stake holder dan users) dihadapkan pada berbagai hambatan. Disatu sisi, institusi atau organisasi harus memberikan suatu pelayanan secara efektif dan efisien, disisi lainnya publik (users) ingin mendapatkan pelayanan secara optimal (memuaskan). Namun dalam kenyataannya, hubungan ini sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat diprediksi ataupun unpredictable. Oleh karena itu organisasi atau institusi memiliki fungsi untuk memprediksi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang berada dalam organisasi atau institusi itu sendiri dengan didukung oleh sarana dan prasarana dalam perubahan organisasi tersebut. Perubahan organisasi yang dimaksud adalah proses perubahan yang terjadi pada pemerintahan secara umum, yaitu dengan adanya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah terdapatnya  perubahan sistem pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan ini berdampak pada institusi pemerintah, khususnya pemerintahan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja pegawai di lingkungan pemerintah.
Suatu organisasi atau perusahaan peranan manajemen sumber daya manusia sangatlah penting. Dengan pengaturan manajemen sumber daya manusia secara profesional, diharapkan pegawai bekerja secara produktif. Pengelolaan pegawai secara profesional ini harus di mulai sejak perekrutan pegawai, penyeleksian, pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataran, dan pengembangan kariernya. 
Semakin berkembangnya suatu organisasi maka makin sulit pula perencanaan dan pengendalian pegawainya. Oleh karena itu, maka sangatlah dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kepegawaian, baik dalam hal administrasi, pembagian tugas maupun pada kegiatan manajemen sumber daya manusia lainnya.
Disiplin kerja pegawai merupakan bagian dari peningkatan kualitas dan efektivitas pegawai negeri sebagai aparatur negara. Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan fungsi pegawai tanpa ditunjang dengan disiplin tinggi maka pelaksanaan tugas tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik, bahkan mungkin gagal. Disiplin kerja di maksud tindakan yang dilakukan pegawai dalam segala hal dengan tidak melanggar aturan. Moenir mengemukakan bahwa (2005:183) ; “Disiplin merupakan kemampuan untuk menguasai diri sendiri dan melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bersama (organisasi)”. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Lebih lanjut Dessler (2006:194) mengemukakan bahwa tujuan disiplin adalah untuk mendorong karyawan berperilaku hati-hati dalam pekerjaan (berhati-hati didefinisikan sesuai peraturan dan perundang-undangan). Dalam suatu organisasi peraturan dan perundang-undangan memiliki tujuan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh hukum dan masyarakat, disiplin dibutuhkan saat satu dari peraturan dan perundang-undangan di langgar. Proses yang adil dan disiplin didasarkan pada tiga pilar yaitu peraturan dan perundang-undangan yang jelas, sistem denda yang progresif, dan proses yang serius.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka disiplin kerja pegawai menjadi faktor yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan, hal itu pun berlaku di Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung. Sesuai dengan bidangnya, Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk kebersihan lingkungan Kabupaten Bandung. Salah satu cara untuk merealisasikan hal tersebut, Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung selalu berusaha untuk mengoptimalkan setiap kontribusi dari sumber daya yang dimiliki, termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung memandang bahwa pegawai yang dimiliki adalah sebuah sumber daya yang harus selalu dijaga dan dipelihara agar senantiasa mempunyai kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung, maka kualitas pelayanan Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilakukan, karena hal ini akan sangat berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Apabila pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung berkualitas, maka akan dapat memuaskan masyarakat. Sejalan dengan itu Tjiptono (2008:54) mengemukakan bahwa : “Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, selanjutnya kepuasan pelanggan akan menimbulkan kesetiaan dan loyalitas pelanggan kepada organisasi yang memberikan pelayanan yang berkualitas”. Jadi dari pendapat ini dapat dipahami bahwa kualitas pelayanan yang diberikan akan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.
Pelayanan yang baik yaitu yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, haruslah memperhatikan kualitas pelayanan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Triguno (dalam Roni, 2009:76) yang mengatakan bahwa kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang terbaik, yaitu suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan.
Melihat hal tersebut maka sangatlah disayangkan apabila Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung tidak dikelola dengan profesional, karena kontribusi yang sudah ditunjukkan oleh Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung untuk memberikan nama baik bagi Kabupaten Bandung telah terwujud. Tugas pokok Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung adalah: (a) Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam kebutuhan jasa, sarana, fasilitas bidang kebersihan dan (b) Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka pengembangan daerah. Berdasarkan maksud dan tujuan di atas serta dalam rangka otonomi daerah yang seluas-luasnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Bandung menuntut Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung untuk dapat menggali segala potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan membuat dan mensahkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 1993 tentang tarif retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum.
Berdasarkan prapenelitian yang tengah penulis lakukan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Wilayah Soreang Dinas Perumahan, Penataan, Ruang dan Kebersihan (DISPERTASIH) Kabupaten Bandung. nampaknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Hal tersebut dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut :
1.	Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Penataan, Ruang dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung. Misalnya, kondisi dan jumlah armada yang dimiliki masih terbatas tidak sebanding dengan jumlah titik layanan yang harus dilayani. Serta masih terdapatnya masyarakat yang belum mengetahui adanya nomor pengaduan yang dapat masyarakat gunakan. Misalnya, Masih adanya masyarakat yang belum mengetahui adanya nomor pengaduan tersebut. Juga belum optimalnya usaha yang dilakukan untuk dapat mengetahui kebutuhan masyarakat. Misalnya, pegawai belum dapat memenuhi keinginan masyarakat dikarenakan sarana dan prasarana belum memadai.
2.	Masih kurangnya kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya, pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pegawai sering kali masih berserakan di jalan raya.
3.	Masih adanya keterlambatan didalam pelayananan yang diberikan dan disertai kurangnya ketertiban dan ketelitian didalam pelaksanaan pelayanan. Contohnya, pengangkutan sampah yang jadwalnya tidak teratur.
4.	Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya, melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan sehari-sehari dalam bekerja. Pegawai kurang memperhatikan keamanan yang diberikan ketika pelayanan itu berlangsung. Contohnya, pegawai kurang memperhatikan keamanan masyarakat ketika membawa armada yang digunakan untuk membawa sampah sudah melebihi daya angkut.
5.	Kurangnya keinginan pegawai berinteraksi secara langsung kepada masyarakat ketika pelayanan berlangsung. Contohnya, kurangnya sikap empati terhadap keluhan dari masyarakat. Serta kurangnya interaksi yang dilakukan oleh pegawai kepada masyarakat. Contoh, kurangnya pendekatan yang digunakan pegawai dalam memberikan informasi kepada masyarkat.
Semua ini menuntut profesionalisme Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung dalam mengelola sampah secara efektif. Profesionalisme petugas Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung perlu ditingkatkan dengan mengembangkan sumberdaya manusianya (SDM). Pengelolaan dan pengembangan SDM merupakan fungsi yang berkelanjutan, yaitu salah satu fungsi yang harus dilakukan setiap hari, setiap bulan dan setiap tahunnya, sehingga Dispertasih dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dalam memberikan kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota. Berdasarkan hal tersebut dan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berkaitan dengan strategi dan pengembangan Dispertasih. Penelitian ini dituangkan melalui penelitian tesis yang mengangkat judul :

“Analisis Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Di Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung”

1.2	    Identifikasi Masalah         
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan pernyataan masalah (problem statement), yaitu kualitas pelayanan rendah diduga disebabkan oleh belum dijalankannya faktor-faktor disiplin kerja secara penuh. Selanjutnya berdasarkan pernyataan masalah tersebut dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :  
1.	Berapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan di Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung.
2.	Berapa besar pengaruh disiplin kerja yang ditentukan faktor-faktor disiplin kerja yaitu faktor disiplin terhadap waktu; faktor disiplin terhadap  pekerjaan; dan faktor disiplin terhadap prosedur kerja terhadap kualitas pelayanan di Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung.

1.3	   Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1   Tujuan Penelitian
Tujuan dari diadakannya penelitian yaitu:
1.	Menganalisis besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan di Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung.
2.	Mengembangkan faktor-faktor disiplin kerja dan faktor-faktor kualitas pelayanan di Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung.
3.	Menerapkan secara teoritis disiplin kerja dalam memecahkan kualitas pelayanan di Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung.
1.3.2     Kegunaan Penelitian
1.	Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan disiplin kerja dan kualitas pelayanan.
2.	Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan kepada Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta optimalisasi layanan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan layanan Dinas Perumahan Penataan Ruang Dan Kebersihan UPTD Wilayah Soreang Kabupaten Bandung itu sendiri.
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